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TAHUN ANGGARAN 2024
BUPATI NGAWI,

bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 71 ayat (1) dan
Pasal 72 ayat (2) Peraturan Menteri Perencanaan
Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan Nasional Nomor 7 Tahun 2023 tentang
Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha
Dalam Penyediaan Infrastruktur, serta guna kelancaran
pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2024 maka perlu diselenggarakan
pembahasan review dokumen pengadaan badan usaha
pelaksana kerjasama pemerintah dengan badan usaha
dalam penyediaan layanan infrastruktur alat
penerangan jalan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati
tentang Penunjukan Narasumber Pembahasan Review
Dokumen Pengadaan Badan Usaha Pelaksana Kerjasama
Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan
Layanan Infrastruktur ~ Alat  Penerangan  Jalan
Tahun Anggaran 2024.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara
Republik Indonesia Nomor 9);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);
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11.
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Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Dacrah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang

Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam

Penyediaan Infrastruktur (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 62);

Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar
Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 57) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 112);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

(Berita ~Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 1781);

Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan
Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan
Nasional Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan
Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam
Penyediaan Infrastruktur (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 777);

Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 tentang
Tata Cara Pelaksanaan Pelaksanaan Pengadaan Badan
Usaha Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam
Penyediaan Infrastruktur (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 1281);

. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 1 Tahun 2023

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor 01, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 278);

Peraturan Bupati Ngawi Nomor 83 Tahun 2020 tentang
Standar Biaya Umum (Berita Daerah Kabupaten Ngawi
Tahun 2020 Nomor 83) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Bupati Ngawi Nomor 131.A Tahun 2023 (Berita
Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor 131.A);

Peraturan Bupati Ngawi Nomor 132 Tahun 2023 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi
Tahun 2023 Nomor 132) sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Ngawi Nomor 14
Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2024
Nomor 14);

Peraturan Bupati Ngawi Nomor 127 Tahun 2023 tentapg
Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita
Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor 127).
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MEMUTUSKAN:

Menunjuk Narasumber Pembahasan Review Dokumen
Pengadaan Badan Usaha Pclaksana Kerjasama Pemerintah
dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Layanan Infrastruktur
Alat Penerangan Jalan Tahun Anggaran 2024, dengan susunan
keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran
Keputusan ini.

Narasumber sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU
mempunyai tugas memberikan pengarahan, penjelasan dan
informasi serta memberikan materi Pembinaan penyusunan
Dokumen Pengadaan dengan keahliannya masing-masing.

. Memberikan honorarium kepada Narasumber sebagaimana

dimaksud dalam Diktum KESATU sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

: Segala biaya akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan

pada Anggaran Pendapatan dan Belanja  Daerah
Kabupaten Ngawi.

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 2¢) At 2024

BUPATI NGAWI,
ttd.

ONY ANWAR HARSONO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:
Yth. Masing-masing Narasumber yang bersangkutan.




LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI NGAWI

NOMOR
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DAFTAR NARASUMBER PEMBAHASAN REVIEW DOKUMEN PENGADAAN
BADAN USAHA PELAKSANA KERJASAMA PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA

DALAM PENYEDIAAN LAYANAN INFRASTRUKTUR ALAT PENERANGAN JALAN

TAHUN ANGGARAN 2024
N Jabatan dalam Materi
o Nama . .
Dinas/Instansi
1 2 3 4
1. | RANTO Analis Kebijakan Madya Review Dokumen
Direktorat Pengembangan Pengadaan Badan
Strategi dan Kebijakan Usaha Pelaksana
Pengadaan Khusus pada Kerjasama Pemerintah
Lembaga Kebijakan dengan Badan Usaha
Pengadaan Barang/Jasa dalan Penyediaan
Pemerintah Republik Layanan Infrastruktur
Indonesia Alat Penerangan Jalan
2. | FRAMA NUGRAHA Penelaah Kebijakan Review Dokumen
Pengadaan Barang/Jasa Pengadaan Badan
Direktorat Pengembangan Usaha Pelaksana
Strategi dan Kebijakan Kerjasama Pemerintah
Pengadaan Khusus pada dengan Badan Usaha
Lembaga Kebijakan dalan Penyediaan
Pengadaan Barang/Jasa Layanan Infrastruktur
Pemerintah Republik Alat Penerangan Jalan
Indonesia
3. | JOKO BUDI SULISTYO | Analis Kebijakan Pertama | Review Dokumen
Direktorat Pengembangan | Pengadaan Badan
Strategi dan  Kebijakan | Usaha Pelaksana
Pengadaan Khusus pada | Kerjasama Pemerintah
Lembaga Kebijakan | dengan Badan Usaha
Pengadaan Barang/Jasa | dalan Penyediaan
Pemerintah Republik | Layanan Infrastruktur
Indonesia Alat Penerangan Jalan

BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO




